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LAMPIRAN PERTANYAAN WAWANCARA 

A. Narasumber Penyidik Aparat Penegak Hukum (AHP) 

1. Bagaimana mekanisme atau alur penanganan perkara yang dilakukan saat 

menemukan kasus penebangan hutan mangrove secara ilegal di Kecamatan 

Mandah? 

2. Pasal dan undang-undang apa saja yang paling sering diterapkan untuk 

menjerat para pelaku? Apakah menggunakan UU P3H (Pencegahan dan 

Pemberantasan Perusakan Hutan) atau UU Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup? 

3. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana yang selama ini dijatuhkan 

kepada pelaku? Apakah lebih didominasi hukuman penjara, denda material, 

atau ada tindakan kuratif (seperti kewajiban menanam kembali)? 

4. Sejauh mana koordinasi antara pihak kepolisian (Polres Inhil) dengan PPNS 

Lingkungan Hidup dalam mengawasi wilayah pesisir Desa Pulau Cawan dan 

Belantaraya? 

5. Apa saja kendala utama (faktor penghambat) yang dihadapi aparat di 

lapangan? (Misalnya: luasnya wilayah pengawasan, keterbatasan personel, 

minimnya anggaran operational, atau sulitnya menangkap pelaku saat 

tangkap tangan). 

6. Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu mengenai tidak adanya kelanjutan 

penanganan hukum sejak tahun 2022 hingga 2025 di wilayah tersebut? Apa 

hambatan spesifiknya? 
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Gambar 1 Bersama Bripda X dan Bripda Y 

B. Narasumber Tokoh Masyarakat 

1. Bagaimana kondisi hutan mangrove di wilayah RT Bapak saat ini 

dibandingkan beberapa tahun lalu? Apakah aktivitas penebangan liar masih 

sering terjadi? 

2. Menurut pengamatan Bapak, apa alasan utama warga atau pendatang 

melakukan penebangan mangrove di desa ini? Apakah murni untuk ekonomi 

(tambak/kayu bakar) atau ada faktor lain? 

3. Apakah aparat penegak hukum atau pemerintah daerah pernah melakukan 

sosialisasi mengenai larangan penebangan hutan mangrove di desa ini? 

4. Bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan secara swadaya oleh 

masyarakat/RT untuk melindungi hutan mangrove? 

5. Jika ada warga yang ketahuan menebang mangrove, apakah ada sanksi sosial 

atau hukum adat setempat yang diterapkan sebelum dilaporkan ke aparat? 
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6. Menurut Bapak, apa yang menyebabkan penegakan hukum terhadap pelaku 

penebangan terkesan terhenti atau tidak berlanjut dalam beberapa tahun 

terakhir?  

 
Gambar 2 Bersama Bapak A, B, C, dan D 

 

C. Narasumber Pelaku Tindak Pidana 

1. Apa alasan atau motif utama Anda melakukan penebangan pohon mangrove 

di wilayah Desa Belantaraya/Pulau Cawan? 

2. Apakah sebelum melakukan penebangan tersebut Anda sudah mengetahui 

bahwa hutan mangrove dilindungi oleh undang-undang dan ada sanksi 

pidananya? 

3. Bagaimana proses hukum yang pernah Anda jalani atau hadapi terkait 

aktivitas penebangan yang Anda lakukan pada tahun 2022 lalu? 
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4. Apakah setelah menjalani proses hukum/peringatan tersebut Anda atau rekan 

sesama penebang merasa jera untuk kembali merusak mangrove? 

5. Menurut Anda, apakah faktor ekonomi (kebutuhan sehari-hari/tambak) 

membuat aturan hukum pidana yang ada menjadi sulit untuk dipatuhi? 

 
Gambar 3 Pelaku Tndak pidana X 

 

 
Gambar 4 Pe;laku Tindak Pidana Z 


